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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan 

rahmat dan InayahNya, sehingga Hakim Pengawas Bidang Pengadilan 

Agama Morotai dapat melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan 

terhadap seluruh pejabat structural maupun fungsional dilingkungan kerja 

Pengadilan Agama Morotai dengan baik sesuai dengan rencana. 

Berdasarakan Surat dari Koordinator Hawasbid Pengadilan Agama 

Morotai Nomor : W29-A4/224/PS.01/II/2022 tentang Pelaksanaan 

Pengawasan dan Pelaporan Hawasbid Triwulan I tertanggal 11 Februari 

2022, untuk melaksanakan pengawasan pada tanggal 28 s/d 31 Maret 

2022. 

Laporan ini dibuat untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan 

Agama Morotai sebagai pertanggung-jawaban bahwa kami telah 

melaksanakan pengawasan sesuai dengan surat perintah dimaksud. 

 
 
 

 

Tobelo, 1 April 2022 
 

Koordinator, 
 
 
 
 
 

 
Fahri Latukau, S.HI 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
 

A.  DASAR HUKUM 
 

1.   Undang-undang   Nomor   4   Tahun   2004   tentang   Kekuasaan 
 

Hakiman; 
 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung; 

3.   Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
 

Undang- Undang Nomor 7 Tahu 1989 tentang Peradilan Agama; 
 

4. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984; 

5. Keputusan      Ketua      Mahkamah      Agung     RI     Nomor      : 

KMA/01/SK/III/1991 tanggal 18 Maret 1991 tentang Pola 

Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan 

Agama; 

6. Keputusan       Ketua       Mahkamah       Agung       RI       Nomor 

KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan 

Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan; 

7. Keputusan      Ketua      Mahkamah      Agung     RI     Nomor      : 

KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan; 

8.   Keputusan      Ketua      Mahkamah      Agung     RI     Nomor      : 
 

145/KMA/SK/VIII/2007tanggal 29 Agustus 2007 tentang 

Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan 

Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan 

Badan-Badan Peradilan 

9.   Keputusan       Ketua       Mahkamah       Agung       RI       Nomor 
 

144/KMA/SK/VIII/2007     tentang     Keterbukaan     Informasi     di
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Pengadilan; 
 

10. Keputusan  Ketua  Pengadilan  Agama  Morotai  Nomor  W-29- 

A4/224/PS.01/II/2022 tentang “Penunjukan Hakim Pengawas 

Bidang Pada Pengadilan Agama Morotai” untuk masa pengawasan 

4 kali dalam setahun atau setiap tiga bulan. 
 

B.  RUANG LINGKUP PENGAWASAN 
 

1.   Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik. 
 

2.   Bidang Barang dan Jasa dan SIPP. 
 

3.   Bidang Administrasi Perkara. 
 

4.   Bidang Administrasi Persidangan 
 

5. Bidang Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik 

a) Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana 

b) Sub Bagian Umum dan Keuangan 
 

c) Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 
 

C.  MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN 
 

1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara 

baik dan benar; 

2.   Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik; 
 

3.   Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan 
 

Administrasi Persidangan; 
 

4.   Menjaga terwujudnya tertib Peningkatan Kualitas dan Pelayanan 
 

Publik, persuratan, kepegawaian dan perpustakaan; 
 

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan 

anggaran dan barang milik negara (BMN); 

6. Memberikan   masukan   berupa    temuan-temuan    fakta    fakta 

permasalahan-permasalahan yang terdapat di lapangan dan 

selanjutnya memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada 

atasan sebagai bahan untuk menindak lanjuti dalam mengambil 

keputusan;
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D.  NAMA DAN BATASAN KEGIATAN 
 

a.   Nama Kegiatan : Pengawasan Reguler Hakim Pengawas Bidang 
 

Pengadilan Agama Morotai Kelas II tahun 2022; 
 

b. Batasan Kegiatan : Dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan 

secara komprehensi terhadap seluruh aspek penyelenggaraan 

peradilan, yang meliputi; 

1.   Pelaksanaan    tugas    pokok    kepaniteraan    (Manajemen 
 

Peradilan, administrasi perkara dan administrasi persidangan & 
 

pelaksanaan putusan) serta monitoring implementasi SIPP; 
 

2. Pelaksanaan tugas pokok kesekretariatan (pengadaan barang 

dan jasa, admiinistrasi keuangan, Peningkatan Kualitas dan 

Pelayanan Publik lainnya) dan dll; 

3. Evaluasi atas penyelenggaraan rnanajemen Peradilan Agama 

Morotai, dan kualitas pelayanan public, serta optimalisasi 

sarana PTSP di Pengadilan Agama Morotai. 

E.   MAKSUD DAN TUJUAN 
 

1.   Maksud 
 

a) Memperoleh  informasi  apakah  penyelengaraan  administrasi 

kepaniteraan dan kesekretariatan Tahun 2022 dilaksanakan 

sesuai dengan peruntukan, ketentuan dan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku; 

b) Memperoleh    umpan    balik    (feedback)    bagi    kebijakan, 

perencanaan ke depan pelaksanaan tugas-tugas peradilan; 

c) Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi inefisiensi 

dalam   penyelenggaraan   peradilan   di   Pengadilan   Agama 

Morotai; 

d) Menilai kinerja Peradilan Agama Morotai; 
 

2.   Tujuan 
 

Hakim Pengawas bidang Pengadilan Agama Morotai melaksanakan 

pengawasan bertujuan untuk mengetahui realitas terkait 

pengelolaan administrasi kepaniteraan dan kesekreatariatan
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Pengadilan Agama Morotai. Karena sangat bermanfaat untuk 

dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan Pimpinan 

Pengadilan Agama Morotai dalam menentukan kebijakan dan 

tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas, tingkah 

laku aparatur dan kinerja pelayanan publik; 

F.   INDIKATOR 
 

Dengan   adanya   pengawasan   Hakim   Pengawas   Bidang   sangat 

diharapka, agar terwujud Pengadilan Agama Morotai: 

a. Penyelenggaraan  teknis  yustisial  sesuai  dengan  ketentuan  dan 

peraturan yang berlaku; 

b. Penyelenggaraan Administrasi kepaniteraan dapat dikelola dengan 

tertib sebagaimana mestinya dan agar aparat Pengadilan Agama 

Morotai  melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas secara baik 

dan benar; 

c. Transparansi      dan      akuntabilitas      manajemen      keuangan 

perkara.Terwujudnya Pengadilan Agama yang efektif, efisien, 

bermartabat, dihormati dan mendapatkan kepercayaan publik. 

 

G.  PEDOMAN PENGAWASAN 
 

1. Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Buku  II  (Edisi 
 

Revisi); 
 

2. Buku Pedoman Tata Laksana Pengawasan Peradilan (Buku IV); 
 

3. Pedoman Pelaksanaan Pola   Bindalmin   Pengadilan   Agama   dan 
 

Pengadilan Tinggi Agama; 
 

4. Peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2016 
 

5. Pedoman   Pelaksanaan   Pengawasan   di  Lingkungan   Lembaga 
 

Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2006: 
 

H.  METODOLOGI PENGAWASAN 
 

Hakim  Pengawas  Bidang  Pengadilan  Agama  Morotai  melakukan 
 

Pengawasan dilakukan dengan cara : 
 

a. Melakukan  pengawasan  dengan  cara  Memeriksa  seluruh  buku,
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register, buku jurnal, buku induk keuangan perkara dengan 

mengamati apakah cara pengisian sudah sesuai dengan buku 

pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Buku II 

edisi 2014. 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, register, minutasi 

perkara, keuangan perkara serta laporan perkara. 

c. Melakukan  pemeriksaan  terhadap  pengelolaan  keuangan  DIPA 
 

dengan memeriksa Buku Kas Umum, bukti dan dokumen pendukung 

pengelolaan keuangan DIPA; 

I.    OBJEK PENGAWASAN 
 

Pengawasan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 

beberapa bidang yang menjadi objek pengawasan, yaitu 

1.  Pengawasan bidang administrasi perkara, Persidangan dan 
 

Pelaksanaan putusan: 
 

1.1.  Prosedur penerimaan perkara 
 

1.2.  Prosedur penerimaan permohonan banding 
 

1.3.  Prosedur penerimaan permohonan kasasi 
 

1.4.  Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali 
 

1.5.  Keuangan perkara 
 

1.6.  Pemberkasan perkara dan kearsipan Pelaporan perkara 
 

1.7.  Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim 
 

1.8.  Ketetapan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara 
 

1.9.  Minutasi Perkara 
 

1.10. Pelaksanaan Putusasn (Eksekusi) 
 

2. Pengawasan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa dan SIPP : 
 

2.1.  Surat permintaan penawaran harga atau pengumuman untuk 

pelaksanaan pengadaan 

2.2.  Rencana kerja dan syarat-syarat. 
 

2.3.  Prakualifikasi. 
 

2.4.  Berita acara penjelasan (Aanwijzing). 
 

2.5.  Kontrak.
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2.6.  Dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa. 
 

2.7.  SIPP 
 

3. Pengawasan Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja 
 

Pelayanan Publik : 
 

3.1.  Program Kerja. 
 

3.2.  Pelaksanaan/pencapaian target. 
 

3.3.  Pengawasan dan pembinaan. 
 

3.4.  Kendala dan hambatan. 
 

3.5.  Faktor-faktor yang mendukung. 
 

3.6.  Evaluasi kegiatan.dan Pengelolaan Manajemen. 
 

3.7.  Mekanisme Pengawasan dan kepemimpinan 
 

3.8.  Pembinaan dan pengembangan SDM 
 

3.9.  Pemeliharaan/perawatan inventaris. 
 

3.10. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, kebersihan dan kerapian 
 

3.11. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara 
 

3.12. Tingkat pengaduan masyarakat 
 

3.13. APM, ZI dan PTSP 
 

4. Pengawasan Bidang Administrasi Umum: 
 

4.1.  Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 
 

4.2.  Umum dan Keuangan 
 

4.3.  Perencanaan, TI dan Pelaporan 
 

4.4.  Inventaris Barang Milik Negara (BMN) 
 

4.5.  Perpustakaan, tertib persuratan dan Arsip perkantoran 
 

J.   BAHAN BAHAN PENGAWASAN 
 

1.   Buku-buku Register Penyelenggaraan Perkara; 
2.   Buku-buku Pengelolaan Keuangan Perkara; 
3.   Sampel Berkas Perkara: 
4.   Wawancara dengan Pejabat dan Pelaksana. 

 
K.  JANGKAUAN PEMERIKSAAN 

 

Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 28–31 Maret 2022.
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L.   TEKNIK PEMERIKSAAN 
 

1. Membaca,   menelaah   dan   meneliti   buku-buku   register   dan 

mensinkronkannya dengan keadaan sebenarnya dalam bekas 

perkara; 

2.   Melaksanakan wawancara dengan petugas terkait; 
 

M.  PROSEDUR PENGAWASAN 

 
1. Pengawasan dilaksanakan dengan metode pengawasan langsung, 

dengan cara melakukan pemeriksaan di bidang objek pengawasan 

yang telah ditentukan; 

2. Dalam   Pengawasan Ketua Pengadilan Agama Morotai (selaku 

Penanggung Jawab), Salah satu Hakim Senior (selaku Koordiantor) 

dan Anggota terdiri dari hakim pengawas bidang; 

3.   Objek   pengawasan   meliputi   administrasi   keperkaraan   dan 
 

Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik / kesekretariatan; 
 

4. Setiap temuan dimuat dalam berita acara, kemudian disampaikan 

dalam ekspose yang dilaksan akan secara terbuka yang dihadiri 

oleh semua pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Morotai: 

5. Hakim  Pengawas  Bidang  setelah  melaksanakan  Pengawasan 

melaporkan hasil-hasil pengawasannya ke Koordinator Pengawas 

Pengadilan Agama Morotai selaku koordinator pengawasan.
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BAB II 
PENGAWASAN 

 
 

A.  TIM PENGAWASAN 
 

Bedasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama 

Morotai Nomor Ketua Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo Nomor : 

W29-A4 /222/ PS.01/II/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas 

Bidang pada Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo tanggal 11 

Februari 2022, tim Pengawas Bidang adalah sebagai berikut : 
 

 

 
NO 

 
NAMA/NIP 

 
JABATAN 

 

 
URAIAN TUGAS PENGAWASAN 

1. 
 
 
 
 

Fahri Latukau, S. H.I 
NIP. 19800808.200805.1.001 

 
 
 

Koordinator 
Pengawasan 

 
 
 

1. Memerintahkan Hakim Pengawas Bidang untuk 
melakukan pengawasan; 

2. Menerima laporan pengawasan dari Hakim Pengawas 
Bidang; 

3. Melakukan Rapat Evaluasi Pengawasan; 
4. Melaporkan hasil tindak lanjut pengawasan kepada 

Ketua Pengadilan Agama Morotai. 

 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 

Ifa Latifa Fitriani, S. H.I. 
NIP. 19900120.201712.2.001 

 
 
 

Administrasi 
Perkara, 

Persidangan 
dan 

Pelaksanaan 
Putusan 

1.   Prosedur penerimaan perkara; 
2. Prosedur penerimaan permohonan banding; 
3. Prosedur penerimaan permohonan kasasi; 
4. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan 

kembali; 
5. Keuangan perkara; 
6. Pemberkasan perkara dan kearsipan Pelaporan 

perkara; 
7. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis 

Hakim; 
8. Ketetapan waktu pemeriksaan dan penyelesaian 

perkara, minutasi dan pelaksaan putusan (eksekusi) 
 

 
 
 

3. 

 
 
 

Ardhian Wahyu Firmansyah, S. H.I. 
NIP. 19910909.201712.1.002 

 
 

Manajemen 
Peradilan dan 
Kinerja 
Pelayanan 
Publik  

 

1.   Program Kerja. 
2.   Pelaksanaan/pencapaian target. 
3.   Pengawasan dan pembinaan. 
4.   Kendala dan hambatan. 
5.   Faktor-faktor yang mendukung. 
6.   Evaluasi kegiatan dan Pengelolaan        Manajemen 
 7.  Mekanisme Pengawasan dan Kepemimpinan; 
8.  Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya  Manusia: 
9.  Pemeliharaan / Perawatan Inventaris; 

10. Tingkat ketertiban, Kedisiplinan, Kebersihan dan 
Kerapihan. 

11. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Perkara; 
12. Tingkat Pengaduan Masyarakat; 
13. APM, ZI dan PTSP. 
14. SIPP dan Aplikasi Unggulan Badilag. 
 

 
 
 

4. 

 
 
 

Moh. Koirul Anam, S.H. 

 
 

Administrasi 
Umum  dan 

1 Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 
1. Umum dan Keuangan 
2. Perencanaan, TI dan Pelaporan 
3. Inventaris Barang Milik Negara (BMN) 
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NIP. 19930629.201712.1.003 Pengadaan 
Barang dan 

Jasa 

4. Perpustakaan,  tertib persuratan dan Arsip perkantoran. 
5. Surat Permintaan penawaran harga atau pengumuman 

untuk pelaksanaan pengadaan; 
6. Rencana kerja dan syarat-syarat; 
7. Prakualifikasi; 
8. Berita acara penjelasan (Aanwijzing); 
9. Kontrak; 
10. Dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa; 
11. POSBAKUM 

 
 
 
 
 

 

B. TEMUAN HASIL PENGAWASAN 
 

1.  Penyelesaian   Pengawasan       bidang   Administrasi   
Perkara, Keuangan Perkara, Administrasi Persidangan, dan 
Pelaksanaan Putusan. 

 

1.1 Semua perkara yang sudah BHT di tahun 2022 belum 

diarsipkan/diletakan di ruang arsip 

Kondisi 

Semua berkas perkara pasif baik permohonan (volunteer) maupun 

gugatan, termasuk permohonan cerai talak (contensius) tahun 2022 

belum dimasukan dalam ruang arsip perkara dan masih disimpan di 

lemari di ruang kepaniteran / panmud.  

Kriteria 

Semua berkas perkara pasif (berkas yang sudah berkekuatan hukum 

tetap) disimpan dalam ruang arsip dan dikontrol oleh Panmud Hukum 

melalui petugas arsip. 

Sebab 

- Kondisi ruangan Arsip yang tidak dapat menampung berkas pasif 

karena belum pernah dilakukan penataan ruang arsip sejak kurang 

lebih 2 tahun lalu.  

- Ditemukan dalam ruang arsip, berkas perkara 2021 yang sudah 

dimasukan dalam box masih belum ditata/diletakan pada rak-rak 

lemari, sehingga hampir sebagian dari jumlah perkara yang 

disidangkan pada tahun 2021 (box yang berisi berkas minutasi) 

diletakan di lantai.  
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- Keterlambatan berkas minutasi dan box untuk berkas minutasi yang 

seharusnya sudah siap sejak awal tahun (Januari 2022), tetapi baru 

disiapkan pada akhir Februari 2022. 

- Tidak ada buku bantu yang menunjukan berkas mana saja yang 

sudah disetorkan kepada Panmud Hukum oleh Panmud Gugatan dan 

Panmud Permohon, sehingga untuk semua berkas tahun 2022 belum 

tercatatkan dengan jelas berkas mana saja yang sudah seharusnya 

masuk ke ruang arsip sebagai berkas pasif. 

- Belum ada kejelasan tentang petugas arsip di tahun 2022, sehingga 

terjadi kebingungan tentang proses penerimaan berkas dari Panmud 

Gugatan/Panmud Permohonan ke Panmud Hukum, kemudian 

penempatan berkas dalam ruang arsip melalui bantuan petugas arsip. 

- Belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh tentang 

penataan ruang arsip dan dokumen-dokumen maupun berkas-berkas 

yang ada di dalamnya, termasuk juga arsip/dokumen elektroniknya 

yang menjadi bagian tidak terpisah dengan arsip fisik. 

Akibat 

- Tidak tertib pengarsipan, bahkan tidak menutup kemungkinan 

dokumen/berkas  (akta autentik) yang berada didalamnya hilang atau 

rusak.  

Rekomendasi 

- Segera harus dilakukan penataan ulang pada ruang arsip secara 

menyeluruh di ruang arsip, baik dengan menyusun kembali dokumen-

dokumen/berkas-berkas yang ada, hingga penambahan lemari 

maupun box. 

- Segera ditunjuk petugas arsip yang diberikan pengetahuan tentang 

tertib pengarsipan, yang mengontrol keluar masuk berkas; 

- Segera ditentukan penyimpanan data elektronik arsip-arsip yang 

ada, yang mana arsip elektronik ini juga menjadi bagian dari yang harus 

ditata oleh petugas arsip. 

 

1.2. Ketelambatan penyerahan berkas minutasi dan berkas 

perkara BHT diserahkan ke Panmud, baik oleh Panitera Pengganti 

maupun Panmud 
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Kondisi 

- Terdapat berkas perkara minutasi yang terlambat diserahkan oleh 

Panitera Pengganti ke Panmud Gugatan, sehingga berimplikasi pada 

keterlambatan pengisian tanggal BHT dan Penetapan Majelis Hakim 

untuk ikrar. Terlebih, tidak ada controlling dari Panmud Gugatan tetang 

berkas-berkas minutasi yang seharusnya sudah disetorkan ke Panmud 

Gugatan setelah berkas minutasi (berkas aktif/berkas sebelum BHT), 

seperti dalam berkas Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal BHT 

9 Maret 2022, sedangkan PMH Ikrar tanggal 17 Maret 2022. 

Kriteria 

- Seharusnya berkas minutasi diserahkan oleh Panitera Pengganti 

kepada Panmud Gugatan atau Panmud Permohonan sampai berkas 

tersebut BHT. Dalam hal perkara tersebut BHT yang dilanjutkan 

dengan harusnya ada sidang ikrar, maka diteruskan oleh Panmud 

Gugatan kepada Panitera dan Ketua Pengadilan untuk PMH Ikrar, 

Penunjukan PP dan JSP/JS ikrar kemudian ke Ketua Majelis untuk 

PHS ikrar. 

Sebab 

- Keterlambatan Panitera Pengganti dalam menyelesaikan berita 

acara sidang serta kurangnya control Panmud terhadap berkas 

minutasi, begitupula Ketua Majelis. 

- Belum ditemukan mekanisme controlling berkas minutasi yang jelas 

oleh para Panmud sehingga kerap kali berkas minutasi masih tertahan 

di Panitera Pengganti.  

- Baik Panitera Pengganti maupun Panmu belum mengerti bahkan 

tidak mengetahui SOP yang berlaku. 

- Belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh tentang praktik 

minutasi dan pengarsipan khususnya oleh Panitera. 

- Kurangnya kesadaran one day minut dengan berkas fisik yang juga 

harus sudah minutasi tepat waktu. 

Akibat 

- Tidak tertib minutasi 

Rekomendasi 
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- Perlu segera dilakukan evaluasi terhadap seluruh Panitera 

Pengganti/Panmud dalam hal ketepatan waktu penyerahan berkas 

minutasi. 

 

1.3. Perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.MORTB 

Berkas minutasi perkara e-court tidak sesuai pedoman 

administrasi perkara e-court. 

Kondisi:  

- Pembuatan PMH, PHS, Penunjukan PP dan Penunjukan JS/JSP 

tidak sesuai Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dikeluarkan oleh 

Drijen Badilag berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 

056/DJA/HK.05/SK/I/2020 karena tidak mencantumkan ketentuan 

Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, meskipun dalam Relaas 

Panggilan Elektronik telah dicantumkan;  

Kriteria 

- Meskipun perkara yang terdaftar secara elektronik dapat diketahui 

melalui SIPP maupun E-Court Mahkamah Agung, namun ketika kita 

melihat berkas yang sudah diarsipkan, maka yang dilihat adalah 

dokumen bundel A yang sudah diarsipkan. Oleh karenanya, ketentuan 

Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada dokumen-dokumen yang ada tetap 

harus dicantumkan sehingga terlihat jelas bahwa perkara tersebut 

secara administrasi maupun teknis yustisial adalah mengacu para 

Perma tersebut sebagai dasar. Terlebih format PMH, Penunjukan PP 

maupun JSP telah jelas dilampirkan dalam Pedoman Pelaksanaan 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 

yang dikeluarkan oleh Drijen Badilag berdasarkan Surat Keputusan 

Dirjen Badilag Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020; 

Sebab 

- Dalam pembuatan PMH, PHS, Penunjukan PP dan Penujukan 

JS/JSP masih menggunakan templet di SIPP/APS/ABT PA Morotai 

yang belum menambahkan format PMH, PHS, Penunjukan PP maupun 

JS/JSP sesuai dengan pedoman administrasi e-court maupun e-
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litigasi. Terlebih pejabat yang membuat belum benar-benar 

memperhatikan pedoman maupun isi lampiran pada pedoman 

administrasi perkara secara e-court; 

Akibat 

Tidak tertib administrasi perkara, persidangan dan minutasi 

Rekomendasi 

Perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap tertib administrasi dan 

minutasi berkas e-court secara menyeluruh. 

 

Narasi dalam Berita Acara Sidang kurang jelas  

Kondisi  

Berita Acara Sidang pada halaman 6 perkara tersebut, tidak kronologis 

karena ada penulisan kalimat yang berulang dalam kalimat yang 

memuat ‘ketidakhadirannya tersebut’; 

Kriteria 

Berita Acara sidang harus kronologis dan sesuai dengan urutan 

tahapan persidangan dan memuat segala hal yang terjadi dalam 

sidang; 

Sebab 

Kurang telitinya Panitera Pengganti yang membuat berita acara; 

Akibat 

Berita acara sidang menjadi tidak kronologi dan rancu 

Rekomendasi 

Perlu diperhatikan kembali penyusunan agenda sidang yang 

dicatatkan dan dituliskan dengan lengkap dalam berita acara sidang; 

1. 4. Berkas Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MORTB, Nomor 

7/Pdt.G/2022/PA.MORTB, Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.MORTB 

- Kondisi Pertama 

Sampul berkas minutasi masih belum diparaf oleh Ketua Majelis, dan 

ditemukan berkas yang belum dituliskan tanggal BHT.  

- Kriteria 

Sampul berkas minutasi seharusnya diparaf oleh Ketua Majelis dan 

tanggal BHT dituliskan dalam map. 

- Sebab 
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Map minutasi yang seharusnya sudah siap sebelum perkara putus 

terlambat dengan alasan percetakan di Tobelo tidak ada, sedangkan 

tidak ada inisiatif untuk mencari percetakan lain sebelumnya. Akibatnya 

map minutasi baru ada/siap setelah lewat tanggal perkara putus.  

- Akibat 

Tidak tertib minutasi dan pengarsipan 

- Rekomendasi 

Panitera harus mengawasi dan mengevaluasi seluruh kebutuhan 

kepaniteran khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan berkas 

perkara, baik yang aktif maupun yang pasif.  

 

- Kondisi Kedua 

Pada berkas Penetapan Hari Sidang perkara Nomor 

7/Pdt.G/2022/PA.MORTB dan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MORTB, 

masih ditemukan perintah pemberitahuan Tergugat / Termohon untuk 

mengajukan jawaban pada sidang ‘tersebut’, yang mana hal ini tidak 

sejalan dengan tahapan persidangan. Ketika kedua pihak hadir di 

sidang pertama, maka mediasi yang dilakukan sesuai maksud Perma 

Nomor 1 Tahun 2016. 

- Kriteria 

Kata ‘tersebut’ seharusnya dihilangkan dalam PHS. Hal ini dikarenakan 

jika para pihak hadir pada sidang pertama, maka tahapan yang 

dilakukan hakim adalah memerintahkan untuk menempuh proses 

mediasi.  

- Sebab 

Templet yang digunakan untuk mencetak PHS pada aplikasi ABT 

maupun APS di PA Morotai masih belum menyesuaikan narasi 

perintah sesuai dengan agenda pemeriksaan yang sebenarnya. Oleh 

karenanya, kerap kali, Ketua Majelis terlewat untuk 

mengedit/menghilangkan kalimat ‘tersebut’ pada perintah 

menyampaikan jawaban kepada Tergugat atau Termohon. 

- Akibat 

Tidak sesuai dengan agenda persidangan. 

- Rekomendasi 
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Perlu diperhatikan lebih lanjut tentang templet yang digunakan untuk 

mencetak PHS sehingga perlu disesuaikan secara manual jika terdapat 

narasi yang tidak sesuai dengan agenda persidangan yang akan 

digunakan nantinya. 

 

1.5. Keuangan Perkara 

- Kondisi  

1) Perkara 112/Pdt.G/2021/PA.MORTB, putusan gugur pada tanggal 5 

Agustus 2021, sisa panjar Rp130.000,00, belum dikembalikan kepada 

para pihak dan tidak juga dikategorikan sebagai uang tak bertuan. 

2) Belum ada pedoman yang jelas yang dibuat di Kepaniteraan guna 

mejalankan ketentuan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya 

Perkara tanggal 31 Agustus 2021 (khususnya pada poin c). Hal ini 

disebabkan karena tidak adanya pedoman yang jelas tentang 

pengembalian sisa panjar ketika pihak tidak hadir saat pembacaan 

putusan atau penetapan, sehingga praktik yang berjalan hanya 

berdasarkan inisiatif kasir. Umumnya, kasir hanya akan menunggu 

sampai pihak datang (misalnya ketika menanyakan atau mengambil 

akta cerai), jika kasir bertemu dengan yang pihak tersebut, maka 

lansung akan diberikankan sisa panjar yang ada, jika tidak bertemu 

ketika itu maka kemungkinan besar yang terjadi adalah PSP tidak 

keluar sehingga dapat berujung pada tertahannya PSP tersebut hingga 

peluang menjadi uang tak bertuan akan terus terjadi. Disisi lain 

berdasarkan hasil survey kepuasaan masyarakat, komponen biaya 

perkara yang dinilai tinggi ini masih menjadi concert para pencari 

keadilan di Pengadilan Agama Morotai sejak tahun 2020 lalu. 

 

- Kriteria 

Ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara 

tanggal 31 Agustus 2021 khususnya pada angka 5 poin a sampai d, 

khususnya pada poin c yang mengatur bahwa ‘Jika 

Pemohon/Penggugat tidak hadir pada saat pembacaan putusan dan 
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terdapat sisa panjar biaya perkara setelah diperhitungkan biaya 

pemberitahuan amar putusan, Pengadilan wajib memberitahukan 

pengembalian sisa panjar biaya perkara yang dikirimkan paling lambat 

3 (tiga) hari kerja setelah pembacaan putusan’. 

Pada poin d “Apabila Pemohon/Penggugat tidak mengambil dalam 

waktu 6 (enam) bulan, maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan 

dikeluarkan sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUHPer). 

Selanjutnya uang tak bertuan tersebut disetorkan ke Kas Negara (vide 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Pemungutan Biaya Perkara”. 

Sebab 

Kondisi Pertama, kasir terlewat untuk memastikan PSP yang belum 

dikeluarkan sebagai uang tak bertuan, sehingga terlewat waktunya.  

Kondisi Kedua, belum dibuat pedoman teknis pengembalian sisa 

panjar bagi pihak yang tidak hadir saat putusan/penetapan, khususnya 

guna memenuhi ketentuan poin c Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 

2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar 

Biaya Perkara tanggal 31 Agustus 2021. 

Akibat 

Tidak tertib administrasi keuangan perkara, dan dapat menimbulkan 

tidak perpenuhinya asas berbiaya ringan (asas sederhana, cepat, dan 

berbiaya ringan). 

Rekomendasi 

Pimpinan dan Panitera harus segera melakukan evaluasi dan 

membuat standar yang jelas atas proses pengembalian sisa panjar 

dengan merujuk pada Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya 

Perkara tanggal 31 Agustus 2021. 

 

1.6. Implementasi E-Court 

1.6.1 Belum ada mekanisme yang jelas dalam hal kirim balik 

Panggilan Tergugat/Termohon Tabayun dalam Perkara E-Court 

Kondisi  
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Belum ada keputusan yang jelas tentang biaya kirim balik relaas asli 

tabayun (delegasi) bagi panggilan Tergugat/Termohon pada perkara 

yang terdaftar secara e-court. Hal ini berakibat pada kebingungan 

Koordinator Tabayun terhadap pelaksanaan kirim balik relaas asli 

tabayun (delegasi) dalam perkara e-court untuk Panggilan Tabayun 

Tergugat/Termohon tersebut (Panggilan melalui delegasi bukan 

melalui e-mail). Dalam praktik perkara yang bukan e-court, biaya kirim 

balik relaas asli yang umumnya dihitung/ditaksir bersamaan dengan 

biaya Panggilan Tergugat/Termohon (untuk Panggilan delegasi). 

Namun dalam hal perkara yang mendaftar secara e-court, sedangkan 

Panggilan Tergugat/Termohon tabayun (delegasi), taksiran panjar 

dalam sistem e-court PA Morotai tidak meng-cover biaya kirim balik 

relaas asli. Hal ini menjadi kebingungan Koordinator Panggilan tabayun 

karena dapat berakibat pada semua asli relaas Panggilan 

Tergugat/Termohon dalam tabayun untuk perkara e-court tidak ada 

dalam berkas minutasi. 

Kriteria 

Dalam Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan 

Pengadilan Agama, pengertian minutasi menurut bahasa adalah surat 

asli. Dengan kata lain, dokumen yang berada didalam adalah dokumen 

asli yang akan menjadi arsip negara (akta autentik) 

Sebab 

Belum dibentuk dan diputuskan oleh Pimpinan dan Panitera tentang 

persoalan kendala dalam biaya kirim balik relaas tabayun yang asli 

untuk Panggilan Tergugat/Termohon bagi perkara yang terdaftar 

secara e-court. 

Akibat 

- Ditemukan perkara yang Tergugat berada di luar wilayah PA Morotai, 

terpaksa tidak menggunakan pendaftaran perkara e-court karena 

kekhawatiran tentang asli relaas tabayun tidak dapat dikirim balik ke 

PA Morotai dengan alasan biaya kirim balik  tidak ada karena 

sebelumnya memang tidak bisa ditaksir dalam sistem e-court. 

- Dapat muncul peluang Relaas Asli Tabayun Tergugat dalam perkara 

e-court tidak ada dalam berkas minutasi 
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Rekomendasi 

Segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh tentang pelaksanaan e-

court,serta diputuskan oleh Pimpinan bersama Panitera tentang semua 

bentuk kebijakan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan e-court di PA Morotai 
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2. Pengawasan Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan 
 

Publik: 
 

2.1 Bidang Manajemen Peradilan 
A. Program Kerja Dan Pencapaian Target  

1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan.  

Kondisi: terdapat kegiatan menyelesaikan sisa perkara tahun 2020 dan 

banyak yang menggunakan tahun 2021;  

Kriteria: Penyusunan Program Kerja dibuat sesuai keadaan perkara 

pada akhir tahun lalu dan awal tahun berjalan;  

Sebab: Penyusunan Program Kerja masih menggunakan Format lama; 

Akibat: Program Kerja Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai dengan 

kondisi riil Pengadilan Agama Morotai, karena sisa perkara pada tahun 

lalu pada 2022 adalah 0 perkara;  

Rekomendasi: Dalam penyusunan Program Kerja harus 

memperhatikan kondisi riil satker dan melibatkan pimpinan serta para 

Hakim untuk umpan balik (feed back).  

2. Peningkatan pengawasan Aplikasi SIPP dan Aplikasi penunjang 

lainnya. 

Kondisi: Pada program kerja monitoring SIPP dan 11 aplikasi Badilag 

penanggungjawabnya adalah sekretaris;   

Kriteria: Monitoring SIPP dan 11 Aplikasi Badilag berada di bagian 

kepaniteraan dan yang menjadi penanggungjawab adalah panitera.  

Sebab: Penyusunan Program Kerja masih salin-tempel dari format  

lama;  

Akibat: Program kerja menjadi rancu dan tidak sesuai dengan kondisi 

di lapangan;  

Rekomendasi: Penyusunan program kerja memang disusun 

berdasarkan kondisi riil dan tidak hanya salin-tempel dari format tahun-

tahun lalu.  

3. Penyusunan Program Kerja menyertakan Visi, Misi, Strategi dan 

faktor-faktor keberhasilan organisasi  
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Kondisi: Rencana Kinerja Tahunan tidak menyertakan Pernyataan Visi, 

Misi, Strategi dan Faktor-faktor Keberhasilan Organisasi  

Kriteria: Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan menyertakan 

Pernyataan Visi, Misi, Strategi dan Faktor-faktor Keberhasilan 

Organisasi.  

Sebab: Tidak membaca Buku IV  

Akibat: Visi, Misi, Strategi dan Faktor-faktor Keberhasilan Organisasi 

tidak dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dalam 

Reviu Renstra 

Rekomendasi: Rencana Kinerja Tahunan disusun lengkap 

sebagaimana Reviu Renstra 2020-2024 dengan menambahkan dan 

menyertakan Pernyataan Visi, Misi, Strategi dan Faktor-faktor 

Keberhasilan Organisasi.  

 

4. Pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai pengadilan  

- 

B. Pengawasan Dan Pembinaan  

–  

C. Kendala Dan Hambatan  

Kendala dan Hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Morotai 

adalah sebagai berikut;  

– Luasnya Lahan Pengadilan dan Terbatasnya Anggaran Perawatan 

menyebabkan lingkungan sekitar kantor menjadi sukar dibersihkan dari 

rumput liar dan tumbuhan liar;  

– Terbatasnya anggaran menyebabkan jalan masuk dan keluar 

pengadilan masih sebatas tanah dan pasir berbatu sehingga tampak 

kurang indah dan harmonis;  

– Sumber Daya Manusia yang terbatas dan Kurangnya Disiplin 

Pegawai dalam hal masuk kantor menyebabkan pelayanan terganggu.  

– Pegawai struktural dan fungsional tidak disiplin dalam memenuhi 

tugas dan pokoknya  

– Adanya benturan kepentingan yang disebabkan karena beberapa 

pegawai honorer yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan 

pejabat pengadilan agama.  
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– Daya listrik yang rendah mengakibatkan listrik sering mati pada saat 

jam kerja. 

D. Faktor-Faktor yang Mendukung  

Faktor-faktor yang mendukung Pengadilan Agama Morotai;  

1. Lahan Luas  

Kondisi: belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mengatur 

kelayakan lahan parkir bagi pengunjung pengadilan  

Kriteria: tertatanya lahan parkir dan fasilitas pengadilan  

Sebab: Tidak mencukupinya anggaran  

Akibat: lahan parkir dan fasilitas pelayanan pengadilan tidak maksimal  

Rekomendasi: dilakukan penataan lahan parkir dan pengajuan 

anggaran. 

2. Tersedianya Generator Listrik Cadangan  

Kondisi: generator listrik tidak dapat dinyalakan;  

Kriteria: generator listrik menyala sebagai sumber tenaga listrik 

cadangan ketika terjadi pemadaman.  

Sebab: generator listrik rusak dan belum dilakukan peremajaan atau 

perbaikan;  

Akibat: tidak adanya tenaga listrik cadangan ketika terjadi pemadaman.  

Rekomendasi: dilakukan perbaikan dan peremajaan generator listrik  

 

E. Evaluasi Kegiatan  

Rapat Kerja Evaluasi Bulanan  

Kondisi: Rapat kerja telah dilakukan setiap bulannya tetapi  rapat tidak 

dapat diikuti oleh seluruh pegawai pengadilan.  

Kriteria: Rapat kerja dilakukan periodik salama sekurang-kurangnya 

satu kali dalam satu bulan dan diikuti oleh seluruh pegawai pengadilan.  

Sebab: Pemberitahuan Rapat Mendadak  

Akibat: berbagai permasalahan sektoral baik dari kesekretariatan 

maupun kepaniteraan tidak terpetakan dengan baik. 

 

Bidang Kinerja Pelayanan Publik 

F. Mekanisme Pengawasan dan Kepemimpinan 

- 
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G. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kondisi: Tidak ada DDTK (Diklat di Tempat Kerja) selama periode 

Januari, Februari dan Maret 2021; 

Kriteria: Terdapat jadwal DDTK yang telah dilaksanakan pada setiap 

bulan. Dan telah dilaksanakan pula pada bulan sebelumnya.  

Sebab: Tidak ada perintah dari pimpinan untuk pelaksanaan DDTK, 

sementara para Hakim juga terdapat banyak pekerjaan yang 

mendesak. 

Akibat: Tidak terjaganya keberlangsungan DDTK yang telah 

dilaksanakan pada bulan-bulan sebelumnya. 

Rekomendasi: Pelaksanaan DDTK pada bulan-bulan berikutnya oleh 

Pimpinan, Hakim, Panitera Sekretaris dan Tenaga teknis lainnya. 

H. Pemeliharaan/Perawatan Inventaris 

- 

I. Tingkat Ketertiban, Kedisiplinan, Kebersihan dan Kerapihan 

1. Tertib Kedisiplinan 

Kondisi: Masih terdapat para pegawai baik PNS maupun non PNS 

yang datang melebihi jam 08.00 WIT. 

Kriteria: Seluruh pegawai memperhatikan jam kerja (masuk dan pulang 

kantor) yaitu datang sebelum jam 08.00 WIT dan pulang setelah jam 

16.30 WIT. 

Sebab: Kurang disiplinnya para pegawai dan tidak berjalannya sanksi 

atas keterlambatan. 

Akibat: Kurang lengkapnya para pegawai yang berada di kantor pada 

jam kerja.  

Rekomendasi: Pelaksanaan hukuman baik berupa pemotongan remun 

(bagi PNS), gaji (bagi honorer) dan uang makan/transport (bagi 

Pimpinan dan Hakim)  

2. Kebersihan 

Kondisi: Halaman lobby sering kotor dan banyak ruangan serta tembok 

yang masih terdapat noda. 

Kriteria: setiap sudut ruangan dan halaman kantor harus selalu terawat 

kebersihannya. 

Sebab:  
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a. Tidak adanya petugas yang memang ditugaskan hanya untuk 

kebersihan dan kurang disipilinnya petugas yang ditugaskan untuk 

membersihkan ruangan tersebut.  

b. Kurangnya kesadaran pegawai yang menggunakan mobil untuk 

lewat di depan ruangan lobby meskipun kondisi saat itu hujan atau habis 

hujan.   

Akibat: kebersihan yang kurang terjaga di setiap sudut kantor PA 

Morotai.  

Rekomendasi: Kesadaran dan kedisiplinan seluruh pegawai PA 

Morotai dalam menjaga kebersihan harus ditingkatkan.  

 

3. Tertib Perkantoran 

–  

J. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Perkara 

–  

K. Tingkat Pengaduan Masyarakat 

—  

APM, ZI dan PTSP 

L. Akreditasi dan Penjaminan Mutu,  

–   

M. Zona Integritas 

1. Kondisi: Belum ada monitoring dan evaluasi setiap bulan pada 

tahun 2022 

Kriteria: Dibutuhkan monitoring dan evaluasi kegiatan yang ada di 

masing-masing area setiap bulan atau per 3 bulan pada masing-masing 

area ZI. 

Sebab: Kurangnya komitmen dari pimpinan beserta bawahannya dalam 

memperoleh predikat WBK dan WBBM, karena orientasinya hanya 

memenuhi eviden dalam PMPZI 

Akibat:  Sangat susah untuk lolos sebagai satker berpredikat WBK dari 

KEMENPAN-RB 

Rekomendasi: Komitmen bersama dari mulai pimpinan hingga honorer 

untuk menuju Zona Integritas. 
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2. Kondisi: SK sebagian besar belum dibuat pada awal tahun 2022 

Kriteria: Setiap pergantian tahun ataupun setiap ada pegawai yang 

pindah tempat kerja baik mutasi maupun promosi harus segera dibuat 

SK nya jika sudah ada maka pegawai yang bersangkutan diganti 

dengan pegawai lainnya. 

Sebab: Kurangnya komitmen dari pimpinan beserta bawahannya dalam 

memperoleh predikat WBK dan WBBM, karena orientasinya hanya 

memenuhi eviden dalam PMPZI; 

Akibat:  Sangat susah untuk lolos sebagai satker berpredikat WBK dari 

KEMENPAN-RB 

Rekomendasi: Komitmen bersama dari mulai pimpinan hingga honorer 

untuk menuju Zona Integritas. 

 

N. PTSP 

1. Kondisi: Belum ada konsistensi dalam briefing kepada petugas 

PTSP sebelum jam pelayanan 

Kriteria: Pelayanan PTSP harus selalu dimonitor 

Sebab: Tidak adanya arahan dari pimpinan dan belum lengkapnya 

petugas PTSP  

Akibat: Pelayanan yang tidak maksimal kepada publik   

Rekomendasi:. Adakan briefing petugas PTSP 15 menit sebelum jam 

pelayanan. 

SIPP dan Aplikasi Unggulan Badilag 

O. SIPP  

–   

P. Aplikasi Unggulan Badilag 

3. Kondisi: Belum ada monitoring dan evaluasi setiap bulan pada 

tahun 2022 

Kriteria: Dibutuhkan monitoring dan evaluasi kegiatan yang ada di 

masing-masing area setiap bulan atau per 3 bulan pada masing-masing 

area ZI. 

Sebab: Kurangnya komitmen dari pimpinan beserta bawahannya dalam 

memperoleh predikat WBK dan WBBM, karena orientasinya hanya 

memenuhi eviden dalam PMPZI 
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Akibat:  Sangat susah untuk lolos sebagai satker berpredikat WBK dari 

KEMENPAN-RB 

Rekomendasi: Komitmen bersama dari mulai pimpinan hingga honorer 

untuk menuju Zona Integritas. 

 

 
 

 

 

 
 
 

3. Pengawasan Bidang Administrasi Umum: 
 

A.  Administrasi Umum 
 

A. Administrasi Umum 

1. Tata Kelola Persuratan diperoleh beberapa temuan yaitu 

: 

- Tidak ada petugas khusus yang memegang kendali kelola 

persuratan, jadi sampai saat ini terdapat dua petugas yang 

memegang kelola persuratan secara bergantian, bahkan ada 

pegawai yang menulis sendiri surat keluar, hal tersebut 

mengakibatkan kurang teraturnya pencatatan kelola persuratan; 

- Surat masuk maupun surat keluar belum ditata secara rapi, 

terkadang masih terdapat surat disposisi yang tercecer di Meja, 

sehingga sewaktu-waktu diperlukan sulit ditemukan; 

- Ada beberapa surat yang tidak sampai disposisi yang 

bersangkutan;  

Solusi serta tindak lanjut dari temuan tersebut diatas sebagai 

berikut: 

- Dibuatkan Surat Keputusan (SK) petugas untuk memegang 

kendali tata kelola persuratan, dengan begitu diharapkan 

kedepannya tata kelola persuratan teraturannya pencatatan serta 

pengarsipan persuratan; 

2. Perpustakaan 

- Ruang perpustakaan terkadang kotor, dan tidak setiap hari 

dibersihkan oleh petugas kebersihan; 
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- Bahwa lemari buku sudah penuh, sementara diidi terus 

sehingga buku-buku tersebut tumpang tindih dan berserakan; 

- Sebagian buku yang tersedia diperpustakaan telah rusak; 

- Belum dilakukan inventaris jumlah buku secara keseluruhan, 

jadi jumlah buku yang terdapat di perpustakaan belum diketahui; 

- Masih ada buku yang belum di beri kode serta penomoran 

buku  

- Buku tidak disusun rapi berdasarkan kode dan penomoran 

buku, bahkan buku disusun secara tumpang tindih; 

- Tingkat peminjaman pegawai masih rendah, dan pencarian 

buku masih secara manual, sehingga untuk menemukan buku 

membutuhkan waktu lama; 

- Buku catatan pinjaman untuk para peminjam buku tidak ada; 

- Sudah terdapat surat keputusan (SK) petugas perpustakaan 

namun petugas tersebut tidak berada di ruang perpustakaan 

tersebut; 

- Tidak ada buku updatan terbaru, terkecuali dapat kiriman dari 

Mahkamah Agung; 

- Tidak ada tempat duduk dalam ruangan perpustakaan; 

Solusi serta tindak lanjut dari temuan tersebut diatas sebagai 

berikut: 

- Perlu ada penetaan tata ruang dan penambahan lemari buku, 

sehingga perlu diusulkan saat menyusun RKA-KL 

- Perlu ada perawatan secara berkala, sehingga diusulkan 

terdapat jadwal untuk penataan kembali buku minimal 1 bulan 1 kali, 

sekaligus peng-inventarisan buku serta pemberian obat, agar buku 

awet dan tahan lama; 

- Diharapkan petugas kebersihan menata kembali dan 

membersihkan ruangan tersebut agar tempat tetap nyaman dan 

bersih; 

- Bahwa perlu disediakan buku pinjaman agar buku tidak hilang 

atau setidaknya tahu terdapat buku yang dipinjam; 
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- Bahwa perlu dicarikan petugas khusus yang menjaga 

perpustakaan dan dibuat buku pinjaman sehingga buku tetap terjaga 

dan tidak hilang; 

- Perlu disediakan ruang baca yang representatif, salah 

satunya disediakan kursi dan penambahan alat pendingin atau 

setidaknya kipas angin, mengingat diruang perpustakaan panas; 

- Perlu ada orang yang ditugaskan kedisiplinan pada saat 

meminjam dan mengembalikan buku, agar keberadaan bujku 

terdata. Dan perlu aturan batas peminjaman; 

3. Simak BMN 

- Banyak barang-barang yang telah rusak yang berada di 

kantor yang belum diajukan penghapusan, pelelangan, sehingga 

menjadi temuan dan dilaporkan setiap saat; 

- Masih terdapat Daftar Barang Ruangan (DBR) yang tidak 

sesuai dengan tempat barang yang ada diruangan tersebut; 

Solusi serta tindak lanjut dari temuan tersebut diatas sebagai 

berikut: 

- Perlu pendataan ulang barang-barang dalam setiap rungan, 

tempat dan dibuatkan DBR dengan benar. Selanjutnya apabila 

mengambil barang agar dikembalikan ke tempat semula; 

- Agar diajukan penghapusan barang yang sudah rusak dan 

tidak dipakai lagi; 

B. Administrasi Kepegawaian 

- Masih terdapat pegawai yang belum memiliki kartu pegawai 

(karpeg); 

- Pencatatan data pegawai yang telah mengikuti diklat 

penjenjangan maupun diklat dari Mahkamah Agung belum ada; 

- Masih terdapat pegawai yang sudah berkeluarga namun 

masih belum memiliki Karis atau Karsu; 

- Koperasi Pegawai di Pengadilan Agama Morotai tidak jalan; 

Solusi serta tindak lanjut dari temuan tersebut diatas sebagai 

berikut: 

- Perihal Pegawai yang belum memiliki Kartu Pegawai 

(Karpeg), Karis maupun Karsu dalam hal ini kasubag harus 
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berkoordinasi setidaknya dengan kasubag PTA supaya PTA 

meneruskan permintaan tersebut ke pusat; 

- Seharusnya kasubag kepegawaian mencatat dan bahkan 

membuat laporan data pegawai yang telah mengikuti diklat 

penjenjangan maupun diklat dari Mahkamah Agung, sehingga 

dengan adanya pencatatan dan atau laporan tersebut bisa dijadikan 

data dan pertimbangan kedepannya perihal efektifitas dan manfaat 

dari Diklat tersebut; 

- Demi kesejahteraan masyarakat kantor dalam hal ini Pegawai 

Pengadilan Agama Morotai maka harus diberdayakan kembali; 

C. Administrasi Keuangan DIPA 

- DIPA keuangan 01 yang terdiri dari kode 51, 52, dan 53 dari 

total anggaran DIPA 01 sebesar Rp4.1 Milyar. Dengan rincian kode 

MAK 51 (belanja pegawai) sebesar Rp2,6 Milyar, kode MAK 52 

(belanja barang) sebesar RP1,3 Milyar, dan kode MAK 53 (belanja 

modal) sebesar Rp10 jt, terserap anggarannya sebesar 33,17% atau 

sisa anggaran DIPA 01 sebesar Rp2.703.432.144. Per-tanggal 1 

bulan april 2022, dan sudah dibuat dan dilaporkan berita acara 

secara rutin ke KPPN; 

- DIPA keuangan 04, DIPA ini adalah program yang langsung 

dibiayai oleh BADILAG Mahkamah Agung RI, yaitu perkara prodeo, 

sidang keliling dan posbakum. Dari total anggaran sebesar Rp167 

jt., terserap anggarannya sebesar 56.63% atau sisa anggaran DIPA 

04 sebesar Rp94.564.000. Per-tanggal 1 bulan april 2022, dan 

sudah dibuat dan dilaporkan berita acara secara rutin ke KPPN; 

- Laporan keuangan tiap semester telah dilaporkan dalam 

laporan bulanan yang dikim ke PTA Maluku Utara. 

 

Solusi serta tindak lanjut dari temuan tersebut diatas sebagai 

berikut: 

- Perihal DIPA keuangan 01 khususnya kode MAK 53 (belanja 

modal) disarankan kedepannya dalam penyusunan RKA-KL 

dilakukan rencana penambahan anggaran, mengingat untuk jalan 

masuk kantor Pengadilan Agama Morotai masih pasir dan batu 
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(sirtu), demi kenyamanan pengunjung serta masyarakat pencari 

keadilan, maka disarankan jalan masuk kantor di paving atau yang 

setara dengan itu. 

- Perihal DIPA keuangan 04 khususnya anggaran Prodeo 

disarankan kedepannya dalam penyusunan RKA-KL dilakukan 

rencana penambahan anggaran, mengingat untuk per-1 april 2022 

anggaran prodeo sudah habis 50%, padahal masih ada bulan ke 3 

tahun2022. 
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A. Rekomendasi 

BAB III 
REKOMENDASI dan PENUTUP

Dari hasil pengawasan bidang ini, perlu disampaikan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Perlu adanya penataan ulang pada ruang arsip dan arsip secara 

elektronik, dan adanya SK petugas arsip. 

2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh Panitera Pengganti/Panmud 

dalam hal ketepatan waktu penyerahan berkas minutasi. 

3. Perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap tertib administrasi dan 

minutasi berkas e-court secara menyeluruh. 

4. Diperlukan perbaikan dan peremajaan generator listrik. 

5. Pelaksanaan DDTK pada bulan-bulan berikutnya oleh Pimpinan, Hakim, 

Panitera Sekretaris dan Tenaga teknis lainnya. 

6. Komitmen bersama dari mulai pimpinan hingga honorer untuk menuju 

Zona Integritas. 

7. Hendaknya harus sering dilakukan koordinasi antar bagian dan 

evaluasi terhadap kinerja pegawai. 

8. Agar segera menindaklanjuti hasil temuan dalam pengawasan. 

 
 

B. Penutup 
Demikian   laporan   hasil   pengawasan/pemeriksaan   terhadap 

 

Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 28 s/d 31 Maret 2022, yang 

dapat kami susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak pihak 

terkait, khususnya bagi Pengadilan Agama Morotai. 

Demikian Laporan Hasil Pengawasan ini dibuat, untuk menjadi 

maklum dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. 
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Hakim Pengawas Bidang 
 

No Nama Bidang Tanda Tangan 

1. Fahri Latukau, S.HI. Koordinator  

Hawasbid  

2. Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. Pengawasan bidang  

administrasi perkara  

Persidangan      dan  

Pelaksanaan  

putusan  

3. Ardhian Wahyu F, S.H.I Pengawasan Bidang  

Manajemen  

Peradilan           dan  

Kinerja    Pelayanan  

Publik  

4. Moh. Koirul Anam, S.H. Pengawasan Bidang  

Administrasi Umum  

 

 

Tobelo, 1 April 2022 
 

Ketua
 
 
 
 
 

 

Zahra Hanafi, S.HI., M.H
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